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KRISIS institusional sedang melanda

lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pimpinan-pimpinan pada lembaga

Kepolisian, Kehakiman, dan terbaru

KPK, terjerat kasus pelanggaran hukum.

Sederet nama muncul. Ada   Ferdy

Sambo, Anwar Usman, Eddy Hiearij,

Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh.

Juga  — menurut Jakasa Agung dalam

rapat di DPR — jaksa-jaksa di daerah

yang ‘bermain’. Terbaru, Firli Bahuri

yang ditetapkan sebagai tersangka pe-

merasan terhadap tersangka korupsi. 

Kasus-kasus ini menggambarkan ke-

merosotan tajam lembaga penegak

hukum. Lembaga yang diharapkan mam-

pu bersikap netral dan berintegritas ter-

nyata dipimpin dan di isi oleh orang-

orang yang pragmatis, sewenang-we-

nang, dan cacat moral. Ini menjadi

catatan kelam dalam perjalanan refor-

masi sejak 1998, yang salah satu tujuan-

nya adalah menegakkan supremasi

hukum. Sebab pada masa orde baru, sis-

tem hukum bersifat represif sekaligus di-

gunakan sebagai legitimasi rezim yang

korup. 

Supremasi Hukum

Secara umum, kondisi hukum di

Indonesia saat itu telah memberikan

peluang terjadinya praktik-praktik KKN

serta distorsi dalam penafsiran yang ha-

nya sesuai dengan kepentingan pengua-

sa. Terjadi penyalahgunaan wewenang,

pelecehan hukum, pengabaian rasa kead-

ilan, kurangnya perlindungan dan kepas-

tian hukum bagi masyarakat. Selain itu,

penegakan hukum belum memberi rasa

keadilan dan kepastian hukum pada ka-

sus-kasus yang menghadapkan pemerin-

tah atau pihak yang kuat dengan rakyat,

sehingga menempatkan rakyat pada po-

sisi yang lemah (Mahfud, 2019).

Supremasi hukum sebagaimana dicita-

citakan saat reformasi itu sekarang

mengalami putar balik seperti masa se-

belum reformasi. Penegakan hukum yang

tidak setara dan bahkan menjadi instru-

men untuk melindungi kawan politik ter-

jadi dalam kasus MK.  Yang mencen-

gangkan adalah KPK, institusi yang men-

jadi garda terdepan dalam penindakan

korupsi justru pimpinannya melakukan

pemerasan terhadap tersangka korupsi.

KPK pun kini menjadi lembaga yang

dipertanyakan publik integritasnya.

Deretan catatan ini menggambarkan

supremasi hukum telah diporak poran-

dakan oleh para aktor yang tidak bertang-

gung jawab.

Kasus-kasus yang menimpa para pim-

pinan lembaga penegak hukum itu akan

berdampak pada ketidakpercayaan pu-

blik terhadap lembaga penegak hukum.

Ketidakpercayaan ini apabila terus di-

biarkan berpotensi menimbulkan pem-

bangkangan sipil . 

Sosiologis

Secara sosiologis, hukum dapat

dilihat sebagai salah satu elemen

yang befungsi sebagai stabilitator

masyarakat. Sosiolog Amerika,

Tallcot Parsons mengatakan bah-

wa masyarakat dapat menjadi sis-

tem sosial yang utuh (Ritzer, 2019).

Keutuhan dan keharmonisan

sosial ditopang dan dilegitimasi

hukum dengan segala perangkat

di dalamnya yang menjalankan

fungsi integrasi sosial. Sebab,

hukum akan mengatur pola tin-

dakan masyarakat yang disertai

dengan sanksi. Hukum memaksa

individu (aktor) untuk bersikap

konformis terhadap hukum-

hukum tersebut. Disinilah kemu-

dian terbentuk masyarakat yang

patuh dan stabil. Oleh sebab itu,

pernanan hukum amat penting dalam

menciptakan integrasi sosial masyarakat.

Kedudukan hukum dengan segala

perangkat di dalamnya mulai diper-

tanyakan publik semenjak terjadinya

banyak skandal belakangan ini. Maka

hukum harus dikembalikan pada po-

sisinya sebagai elemen yang independen

dan netral. Jika tidak, tak menutup ke-

mungkinan akan terjadi gejolak sosial

akibat penyelewengan hukum yang di-

lakukan aparat atau lembaga penegak

hukum. 

Tentu hal ini harus dihindari. Apalagi

menjelang pemilu seperti sekarang, di-

mana tingkat kerawanan sosial tinggi

akibat keterbelahan pemilih. Dibutuhkan

hukum yang netral dan jauh dari konflik

kepentingan untuk menjaga keutuhan

sosial. Hukum yang adil akan memas-

tikan terciptanya integrasi sosial masya-

rakat yang jauh dari konflik.  ❑-f

*) Pandu Irawan Riyanto,

Mahasiswa Magister Sosiologi

Universitas Gadjah Mada 

Kampanye di Panggung Debat

Pandu Irawan Riyanto

Dewas KPK: Firli langgar kode etik.

-- Lebih berat ketimbang langgar

hukum.

***

Korupsi di Kementan, KPK dalami

keterlibatan petinggi parpol.

-- Dalihnya, tak terkait parpol.

***

Kepala BNN siap miskinkan bandar

narkoba.

-- Bersiap sembunyikan kekayaan.

Kemerosotan Lembaga Penegak Hukum

KAMPANYE dan debat merupakan

dua paket yang tidak dipisahkan dalam

proses kontestasi politik. Keduanya sa-

ngat diperlukan kandidat untuk mempro-

mosikan visi dan misinya ke publik.

Kampanye biasanya lebih condong satu

arah. Panggung pun dikuasai satu kandi-

dat tanpa ada konfrontasi dari kandidat

lain. Kampanye bisa dimana saja dan ka-

pan saja sesuai yang telah ditentukan dan

selama waktu masa kampanye.

Lain halnya dengan debat, debat biasa-

nya terjadi beberapa kali saja di lokasi

dan waktu yang telah ditentukan.

Debat juga diatur oleh moderator se-

hingga ruang lingkup lebih terbatas.

Kandidat juga tidak leluasa untuk

mengeksplorasi seluruh program ker-

janya. Debat di Pemilu 2024 tidak jauh

berbeda dengan sebelumnya. Kandidat

akan dipertemukan lima kali debat.

Tiga kali debat capres dan dua kali de-

bat cawapres sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 15

Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilu.

Memodifikasi

Namun baru-baru ini, KPU ingin

memodifikasi bentuk debat capres-

cawapres dengan menghilangkan de-

bat cawapres. Artinya, debat cawapres

tetap didampingi  capres sehingga

cawapres berpotensi tidak dominan da-

lam panggung. Lantas format yang diper-

baharui oleh KPU memancing reaksi

negatif publik. Publik menilai bahwa for-

mat debat lebih kepada perdebatan di

ranah capres saja. Sementara cawapres

tidak memiliki peran penting untuk

memberikan gagasan secara mandiri.

Secara politik, cawapres akan lolos dari

‘ujian publik’ atas layak tidaknya menjadi

orang nomor dua. Wacana menghi-

langkan debat cawapres telah memicu ke-

khawatiran atas kualitas cawapres ma-

sing-masing kandidat. Padahal, calon

pemimpin harus mampu berdebat.

Nelson Mandela pernah mengatakan se-

orang pemimpin yang baik dapat berde-

bat dengan terus terang dan tidak sete-

ngah-setengah. Selain itu, posisi

cawapres juga sangat penting dalam kon-

testasi politik. Cawapres bukan ‘ban

serep’ tapi nomor dua yang memiliki andil

besar dalam menjalankan roda pemerin-

tahan. 

Debat merupakan ajang kebolehan

berbicara untuk meyakinkan pemilih.

Dengan adanya debat, capres-cawapres

akan dinilai sejauh mana kepantasan

calon untuk memimpin. Kefasihan dalam

debat juga akan menjadi pertimbangan

publik. Namun perlu dicatat bahwa

menang debat belum tentu menang da-

lam pemilu. Kemenangan Hillary Clinton

di debat capres menjadi salah satu refe-

rensi tidak menjamin kandidat menang.

Justru Donald Trump lah yang terpilih

menjadi presiden menggantikan Barrack

Obama.

Manfaat Debat

Terlepas dari polemik debat cawapres,

debat calon memiliki beberapa berman-

faat. Pertama, manfaat bagi kandidat.

Kandidat yang siap untuk berdebat tentu

akan memperoleh atensi dari publik.

Kandidat bisa mengeksplorasi visi misi

secara jelas. Kandidat juga bisa mengon-

firmasi seluruh isu-isu miring atau kabar

bohong jika ada yang merugikan dirinya,

bisa beradu argumen dan data dengan

kandidat lain.

Kedua, bagi publik debat merupakan

salah satu instrumen untuk memperkuat

pilihan politik. Meskipun debat tidak

menjamin pemilih yang sudah menetap-

kan akan pindah haluan, namun seti-

daknya akan memperkuat referensi pe-

milih untuk memantapkan pilihan

politiknya. McKinney&Warner (2013)

menyebut bahwa mayoritas pemilih

yang menyaksikan acara debat, seba-

gian besar tidak akan mengubah pili-

hannya. 

Ketiga, manfaat bagi partai pen-

gusung. Performa kandidat dalam de-

bat tentu saja akan mempengaruhi

partai pengusung. Kandidat capres-

cawapres merupakan representasi dari

partai pendukung. Selain itu pula, pe-

serta pemilu bukan hanya capres saja.

Namun juga partai politik. 

Debat dalam ajang pilpres sangat

penting untuk terus dilaksanakan. De-

bat harus menjadi tradisi agar demo-

krasi di Indonesia lebih matang. Debat

tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian

dari ‘kewajiban’melaksanakan amanat

undang-undang pemilu. Debat capres-

cawapres harus dipandang sebagai bagi-

an dari kampanye politik kandidat.  ❑-f

*) Aminuddin, pemerhati politik dan

demokrasi, Alumnus UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

AminuddinElite Parpol di Pusaran Korupsi
KOMISI Pemberantasan

Korupsi (KPK) sedang men-

dalami dugaan keterlibatan

petinggi parpol dalam kasus

korupsi di Kementerian

Pertanian (Kementan). Hal ini

disampaikan Kepala Bagian

Pemberitaan KPK Ali Fikri

saat menjawab pertanyaan

wartawan seputar keterlibatan

petinggi parpol dalam kasus

korupsi di Kementan (KR

9/12). Namun Ali tak menje-

laskan lebih jauh petinggi par-

pol mana yang diduga terlibat

korupsi di Kementan.

Seperti kita ketahui, mantan

Menteri Pertanian Syahrul

Yasin Limpo (SYL) telah dite-

tapkan sebagai tersangka ka-

sus korupsi di Kementan.

Dalam  waktu hampir bersa-

maan Polda Metro Jaya juga

menyidik kasus pemerasan

terhadap SYL oleh pimpinan

KPK. Hingga akhirnya Polda

Metro Jaya menetapkan Ke-

tua KPK Firli Bahuri sebagai

tersangka pemerasan. Na-

mun sejauh ini belum ada

penjelasan resmi apakah ka-

sus pemerasan tersebut ter-

kait dengan kasus korupsi

SYL.

Logika hukumnya tentu ber-

kaitan, namun untuk kasus

yang mana kita belum tahu

persis. Berdasar keterangan

Wakil Ketua KPK Alexander

Marwata, ada tiga klaster

yang dilaporkan masyarakat,

yakni pengadaan sapi,

holtikultura dan pemerasan.

Hal yang disebut terakhir ini

sudah masuk penyidikan dan

ada tersangkanya.

Lantas, kasus mana yang

terkait dengan petinggi parpol

? Kita tak hendak berspeku-

lasi, meski sebelumnya sudah

ada preseden. Bukankah su-

dah banyak petinggi parpol di-

jadikan tersangka ? Tanpa kita

sebut parpolnya, publik sudah

paham bahwa korupsi yang

dilakukan petinggi parpol atau

elite politik yang menduduki

jabatan penting di pemerintah-

an atau lembaga negara se-

lalu berdalih bahwa uangnya

tak dinikmati pribadi mel-

ainkan untuk kegiatan parpol-

nya.

Hakim Agung Artidjo

Alkostar (alm) pernah meng-

ingatkan bahayanya korupsi

politik, yakni para elite parpol

yang menduduki jabatan pu-

blik yang menyalahgunakan

kekuasaan. Sangat memba-

hayakan karena korbannya

rakyat, pelaku mengambil

hak-hak rakyat dengan mem-

pergunakan sarana, kesem-

patan dan kekuasaan yang

melekat pada dirinya. 

Hanya saja,  sejauh ini tak

ada tindakan terhadap parpol

yang korup, selalu saja sanksi

ditujukan kepada oknum pe-

tinggi parpol yang melakukan

korupsi, meski dananya didu-

ga kuat mengalir ke parpol.

Sudah banyak contoh kasus

elite  politik,  baik yang duduk

di institusi pemerintahan

maupun legislatif,  terlibat ko-

rupsi dan kasusnya dianggap

selesai ketika yang bersang-

kutan dijatuhi pidana. Tak per-

nah kasusnya  ditindaklanjuti

hingga mengarah ke parpol. 

Akankah dugaan petinggi

parpol terlibat korupsi di

Kementan berimplikasi pada

parpolnya ? Tentu ini tantang-

an yang harus dijawab KPK.

Di satu sisi KPK harus mene-

gakkan hukum secara objek-

tif, di sisi lain lembaga antira-

suah ini juga tak boleh tebang

pilih. KPK tak boleh diskrimi-

natif dalam penegakan hu-

kum. Jangan hanya mengejar

kader parpol tertentu saja, se-

mentara kader parpol lain

yang melakukan hal sama

(korupsi Ðred) dibiarkan. Inilah

tantangan riil yang dihadapi

KPK saat ini.  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-

yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-

ngan panjang tulisan antara 535  - 575 ka-

ta, dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa menampilkan

fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Terimakasih Stasiun Yogya
PERJALANAN kemana

saja dari Kota Yogya, sangat

nyaman dengan menggu-

nakan kereta api. Stasiunnya

bersih, layanannya mudah

dan tidak berbelit serta petu-

gas pintu masuk pun ramah

dan memudahkan.  Sebagai

lansia, saya merasa sangat

terbantu ketika mau be-

rangkat ke Bandung, be-

berapa waktu lalu. Setelah

masuk dan ditanya tiket, de-

ngan ramah petugas pintu

masuk berkata : �ibu bersedi-

akan untuk dipermudah? Jadi

kita foto di sini dan nanti  ibu

bisa masuk tanpa harus antri

dan tidak perlu menunjukkan

tiket.� 

Duh, mengapa situasi

seperti ini tidak dari dulu-dulu

ya, ketika saya banyak beper-

gian ke luar kota. Ini memang

pertamakali saya naik KA,

setelah reformasi KAI. Karena

dulu saya menganggap naik

KA agak merepotkan karena

domisili saya di Magelang.

Namun kini melihat kelancar-

an di Stasiun Yogya justru

membuat nyaman dan te-

nang. 

Kini saya takjub. KA tidak

desak-desakan, tidak ada

yang duduk apalagi tidur di

lorong, dan juga tidak ada

pedagang hilir mudik yang an-

tarstasiun. Pedagang yang

ada dari restorasi, yang bersih

dan terstandard. Nyaman de-

ngan KA, apalagi perjalanan

dengan kereta yang bersih,

toilet pun bersih dan ada air.

Terimakasih KAI, Terimakasih

Stasiun Yogya.  ❑-f

*) Farida, Kedungsari

Magelang Utara.


